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Income inequality in Indonesia has been worse for the past ten years, therefore 
the right policy is really needed to reduce inequality. However, to know what is 
the right policy that can reduce income inequality, studies about the inequality 
itself is necessary. The purpose of this study is to give picture about in what 
condition high inequality happened and why inequality increased. The methods 
used are static decomposition and decomposition of changes inequality or 
dynamic decomposition. The result of this study show that highest inequality 
happened between population with different education level of household head. 
There was indication that education level of household head already increased, 
but it still did not contribute significantly to reduce inequality. Therefore to 
reduce inequality, Indonesian people should be supported to increase their 
education level.     
 





Indonesia telah mengalami peningkatan ketimpangan pendapatan selama 
sepuluh tahun terakhir. Publikasi World Bank (2015) menyatakan bahwa pada 
tahun 2002, total konsumsi 10% penduduk terkaya setara dengan total konsumsi 
42% penduduk termiskin. Kemudian pada tahun 2014 nilai konsumsi mereka 
meningkat menjadi setara dengan total konsumsi 54% penduduk termiskin. Lebih 
jauh lagi, dari tahun 2003 hingga 2010, konsumsi riil perkapita 10% penduduk 
terkaya tumbuh lebih dari 6% per tahun, tetapi konsumsi perkapita 40% penduduk 
termiskin hanya tumbuh kurang dari 2% per tahun. Pengukuran BPS menunjuk-
kan bahwa koefisien Gini di Indonesia telah meningkat dari 0.363 di tahun 2005 
menjadi 0.41 di tahun 2011dan stabil pada nilai tersebut hingga 2014. 
Dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, peningkatan nilai 
koefisien Gini di Indonesia selama dua dekade terakhir termasuk yang tertinggi. 
Kondisi peningkatan ketimpangan ini dikatakan berdampak pada memperlambat 
laju penurunan kemiskinan, memperlambat pertumbuhan ekonomi, serta 
menimbulkan masalah sosial. Berdasarkan survei yang dilakukan, penduduk 
Indonesia juga merasa bahwa ketimpangan adalah masalah yang penting dan 
menginginkan pemerintah untuk segera mengambil tindakan untuk mengurangi 
ketimpangan saat ini. Namun, untuk mengambil tindakan guna mengatasi 
ketimpangan tentunya diperlukan pemahaman yang baik mengenai ketimpangan 
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itu sendiri. Kita perlu memahami pada kondisi apa terjadi ketimpangan dan 
mengapa ketimpangan meningkat.  
Ketimpangan dapat terjadi antara penduduk dengan karakteristik berbeda 
contohnya antara penduduk dengan tingkat pendidikan yang berbeda, antara 
penduduk di desa dengan di kota, antara penduduk di provinsi yang berbeda serta 
antara penduduk dengan status pekerjaan yang berbeda. Dibandingkan dengan 
pekerja berpendidikan dasar atau lebih rendah, pekerja dengan tingkat pendidikan 
menengah pertama memperoleh upah 20% lebih tinggi, dan pekerja dengan 
tingkat pendidikan menengah atas memperoleh pendapatan 40% lebih tinggi 
sedangkan penduduk dengan tingkat pendidikan sarjana memperoleh pendapatan 
dua kali lipatnya (Aji, 2015). Berdasarkan lokasinya, konsumsi per kapita 
populasi di kota pada tahun 2002 dua kali lipat lebih tinggi dari pada konsumsi 
per kapita populasi di desa (Akita dan Miyata, 2007). Data Susenas dari tahun 
2011 hingga 2014 menunjukkan bahwa konsumsi perkapita penduduk di Provinsi 
DKI Jakarta dua kali lipat  lebih tinggi dari pada konsumsi rata-rata penduduk 
keseluruhan dan empat kali lipat lebih tinggi dari pada konsumsi perkapita 
penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Serta, pendapatan pekerja formal lebih 
tinggi dari pendapatan rata-rata seluruh pekerja (Iryanti, 2014). 
Studi terkait ketimpangan antara populasi dengan perbedaan karakteristik 
ini telah cukup banyak dilakukan di Indonesia. Penelitian-penelitian oleh Akita 
dan Lukman (1999), Akita dan Alisyahbana (2000), dan Nuraliyah (2009) 
dilakukan dengan menguraikan atau mendekomposisi ketimpangan pada tiap 
tahun, biasa disebut dekomposisi statis, setelah membagi populasi menjadi 
beberapa grup berdasarkan karateristik yang ingin diamati. Hasil dari penguraian 
ketimpangan dengan metode ini adalah 2 komponen yaitu besarnya ketimpangan 
yang terjadi di dalam grup (within group component) dan antar grup (beteween 
group component) pada populasi tersebut. Besarnya ketimpangan yang terjadi di 
dalam grup akan bergantung pada proporsi populasi pada masing-masing subgrup 
dan tingkat ketimpangan pada setiap subgrup. Sedangkan besarnya ketimpangan 
yang terjadi antar grup akan bergantung pada proporsi populasi pada masing-
masing subgrup dan pendapatan masing-masing subgrup. Dengan metode 
dekomposisi statis ini, dapat diketahui pada karakteristik apakah terjadi 
ketimpangan yang tinggi. Namun untuk menganalisis perubahan ketimpangan 
yang terjadi, tidaklah cukup dengan menggunakan dekomposisi statis.  
Melakukan analisis dengan nilai dekomposisi statis pada dua waktu hanya 
dapat menghasilkan perbedaan nilai komponen ketimpangan di dalam grup dan 
antar grup pada dua waktu tersebut. Padahal nilai kedua komponen ini masih 
bergantung pada tingkat ketimpangan, proporsi populasi dan pendapatan masing-
masing subgrup. Sehingga apabila hanya menggunakan dekomposisi statis, belum 
dapat diketahui apakah sebenarnya perubahan tingkat ketimpangan, perubahan 
proporsi populasi atau perubahan pendapatan masing-masing subgrup kah yang 
dapat menjelaskan perubahan ketimpangan yang terjadi.  
Agar dapat mengukur seberapa besar perubahan ketimpangan, perubahan 
proporsi populasi dan perubahan pendapatan masing-masing subgrup dapat 
menjelaskan perubahan ketimpangan yang terjadi, Mookherjee dan Shorrocks 
(1982) menurunkan formula untuk mendekomposisi nilai perubahan ketimpangan 
pada dua waktu, atau dekomposisi dinamis. Metode dekomposisi dinamis ini 
menurutnya memiliki keunggulan terutama dapat mengukur bagaimana perubahan 
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proporsi populasi dan perubahan pendapatan kah yang terjadi secara simultan 
pada suatu rentang waktu dapat menjelaskan perubahan ketimpangan.  
Karena itu, penelitian ini akan menerapkan metode dekomposisi statis 
untuk mengetahui pada karakteristik apakah terjadi ketimpangan tinggi serta 
dekomposisi dinamis sehingga untuk setiap karakteristik dapat diketahui apakah 
perubahan proporsi populasi atau perubahan pendapatan yang lebih dapat 
menjelaskan perubahan ketimpangan yang terjadi. 
 
KAJIAN PUSTAKA 
Penelitian terkait dekomposisi ketimpangan di Indonesia seperti yang 
dilakukan oleh Akita dan Lukman (1999), Akita dan Alisyahbana (2000), dan 
Nuraliyah (2009) hanya sampai melakukan dekomposisi statis. Penelitian dengan 
menggunakan dekomposisi statis dapat menunjukkan berapa besar ketimpangan 
yang terjadi antar grup pada populasi dengan berdasarkan suatu karakteristik. 
Hasil dari dekomposisi statis bergantung pada tingkat ketimpangan, proporsi 
populasi dan pendapatan masing-masing subgrup. Dengan demikian perubahan 
ketimpangan dapat akan dapat diuraikan menjadi faktor-faktor perubahan tingkat 
ketimpangan di dalam subgrup, perubahan proporsi populasi dan perubahan 
pendapatan masing-masing subgrup.  
Mookherjee dan Shorrocks (1982) menurunkan formula untuk 
mendekomposisi nilai perubahan ketimpangan pada dua waktu, atau dekomposisi 
dinamis yang dapat mengukur seberapa besar perubahan ketimpangan, perubahan 
proporsi populasi dan perubahan pendapatan masing-masing subgrup dapat 
menjelaskan perubahan ketimpangan yang terjadi. Dengan melakukan 
dekomposisi dinamis, maka akan lebih memberikan gambaran terkait mengapa 
ketimpangan meningkat. Disinilah kontribusi penelitian ini. Penelitian ini akan 
menerapkan dekomposisi statis untuk mengetahui karakteristik apa yang menjadi 
dasar terjadinya ketimpangan pendapatan di Indonesia, dan menerapkan 
dekomposisi dinamis untuk mengetahui pada setiap karakteristik populasi apakah 
perubahan proporsi populasi atau perubahan pendapatan kah yang dapat 




Pengukuran ketimpangan umumnya dinyatakan dalam indeks Gini, indeks 
Theil, atau indeks Atikinson. Akan tetapi indeks Gini tidak sesuai untuk 
didekomposisi perubahannya karena akan sulit mengukur pengaruh perubahan 
populasi terhadap perubahan indeks Gini (Jurkatis dan Strehl, 2013) sedangkan  
indeks Atkinson tidak dapat di dekomposisi berdasarkan grup populasi (Vega dan 
Urrutia, 2003) Pengukuran ketimpangan yang dapat didekomposisi nilai dan 
perubahannya adalah  indeks Theil’s L atau Mean Logaritmic Deviation (MLD), 
(Mookherjee dan Shorrocks, 1982), maka dari itu pengukuran ketimpangan dan 
dekomposisi yang akan digunakan pada penelitian ini adalah berdasarkan MLD.   
Pengukuran ketimpangan dengan MLD, 𝐼0 diperoleh berdasarkan 







)𝑛𝑖=1                
(1) 
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dengan   𝑛: banyak  individu atau rumah tangga;  
  𝜇 :pendapatan rata-rata ; 
  𝑦𝑖: pendapatan individu atau rumah tangga ke 𝑖.  
Formula ini mengukur rata-rata deviasi antara pendapatan individu dengan 
pendapatan rata-rata populasi dengan memberikan bobot yang sama untuk setiap 
individu. Hasil perhitungan akan bernilai antara 0 sampai ∞, dengan nilai yang 
semakin besar menunjukkan semakin jauhnya selisih antara pendapatan individu 
dengan pendapatan rata-rata atau dengan kata lain ketimpangan yang tinggi.  
Dekomposisi Statis 
Tujuan utama dari dekomposisi statis adalah untuk menguraikan nilai total 
ketimpangan atas keseluruhan populasi menjadi dua komponen, yaitu 
ketimpangan di dalam grup 𝐼𝑊 (within group atau unexplained component) dan 
ketimpangan antar grup 𝐼𝐵 (between group atau explained component). 
 𝐼 = 𝐼𝑊 + 𝐼𝐵         
 (2) 
Misalkan populasi dipartisi berdasarkan tingkat pendidikannya, maka nilai 𝐼𝐵 
untuk partisi populasi ini menunjukkan besar ketimpangan yang terjadi antar 
penduduk dengan tingkat pendidikan yang berbeda sedangkan nilai 𝐼𝑊 
menunjukkan besar ketimpangan yang terjadi pada penduduk dengan tingkat 
pendidikan yang sama.  
 Cowell dan Jenkins (1995)  memperkenalkan suatu notasi, yaitu 𝑅𝐵, untuk 
lebih memahami interpretasi dari persamaan (2). 𝑅𝐵 =
𝐼𝐵
𝐼
 adalah besarnya bagian 
dari ketimpangan yang dapat dijelaskan oleh suatu karakteristik. Nilai 𝑅𝐵 juga 
dapat diinterpretasikan sebagai bagian dari total ketimpangan yang dapat 
dijelaskan oleh partisi tersebut (Ferreira, Leite dan Litchfield, 2007).  Berdasarkan 
analisis yang mereka lakukan, nilai  𝑅𝐵 yang tinggi dari suatu partisi 
menunjukkan bahwa karakteristik partisi tersebut adalah determinan penting 
untuk ketimpangan. Walaupun dekomposisi statis tidak dapat menjelaskan 
kausalitas, tetapi nilai 𝑅𝐵 yang tinggi menunjukkan terjadi ketimpangan yang 
tinggi antar subgrup populasi berdasarkan karakteristik partisi tersebut. 
 Secara matematis persamaan dekomposisi statis untuk nilai MLD (𝐼0) 
untuk populasi yang dibagi menjadi m subgrup adalah sebagai berikut 












𝑘=1        
 (3)  







𝑘=1 , adalah besarnya ketimpangan di dalam 
grup atau 𝐼𝑊. Nilai ini adalah rata-rata tertimbang dari ketimpangan yang terjadi 
pada masing-masing subgrup dengan bobot untuk masing-masing subgrup adalah 
proporsi populasi subgrup tersebut. Sehingga subgrup yang memiliki tingkat 
ketimpangan serta populasi yang relatif tinggi akan memberikan kontribusi yang 
besar untuk komponen ini. Semakin tinggi nilai dari 𝐼𝑊 mengindikasikan semakin 








𝑘=1 , adalah besarnya ketimpangan antar grup 
atau 𝐼𝐵 . Komponen ini adalah rata-rata tertimbang dari deviasi antara pendapatan 
rata-rata masing-masing subgrup terhadap pendapatan rata-rata populasi dengan 
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bobot untuk masing-masing subgrup adalah proporsi populasi subgrup tersebut. 
Sehingga subgrup yang memiliki populasi yang relatif tinggi tetapi pendapatan 
rata-rata yang rendah akan memberikan kontribusi yang besar untuk komponen 
ini. Namun subgrup dengan pendapatan di atas rata-rata akan memberikan 
kontribusi negatif pada komponen ini. Semakin tinggi nilai dari 𝐼𝐵 
mengindikasikan semakin banyaknya kelompok populasi yang memiliki 
pendapatan lebih rendah dari pada rata-rata. Jauhnya deviasi antara pendapatan 
rata-rata dengan pendapatan subgrup-subgrup tersebut menunjukkan semakin 
divergennya pendapatan rata-rata antar subgrup populasi. 
Dekomposisi Dinamis 
Dari konsep dekomposisi statis diketahui bahwa nilai pengukuran 
ketimpangan dapat didekomposisi menjadi nilai ketimpangan di dalam grup dan 
ketimpangan antar grup. Dengan demikian perubahan ketimpangan dapat 
didekomposisi menjadi perubahan ketimpangan di dalam grup dan perubahan 
ketimpangan antar grup. Perubahan ketimpangan menurut Mookherjee dan 
Shorrocks (1982) dapat didekomposisi menjadi berikut ini  
∆𝐼0 ≅ ∑ 𝑣𝑘̅̅ ̅
𝑚
𝑘=1 Δ𝐼0
𝑘 + ∑ 𝐼0
?̅?𝑚





𝑣𝑘̅̅ ̅)∆ log 𝜇𝑘    (4) 
dengan 𝑣𝑘 =  
nk
𝑛
 adalah proporsi populasi subgrup k terhadap proporsi total, 𝜆𝑘 =
𝜇𝑘
𝜇
 adalah rasio pendapatan rata-rata populasi subgrup k terhadap pendapatan rata-
rata populasi secara keseluruhan dan 𝜃𝑘 = 𝑣𝑘𝜆𝑘. 𝑣𝑘̅̅ ̅ =
1
2
[𝑣𝑘(𝑡) + 𝑣𝑘(𝑡 + 1)], dan 
𝐼0
?̅? serta log 𝜆𝑘̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  diperoleh dengan metode serupa. Nilai positif yang diperoleh pada 
perhitungan menujukkan bahwa komponen tersebut menyebabkan semakin 
divergennya distribusi pendapatan (meningkatkan ketimpangan), sedangkan nilai 
negatif menunjukkan komponen tersebut menyebabkan semakin konvergennya 
distribusi pendapatan (menurunkan ketimpangan).  
Komponen pertama dari persamaan (4), menunjukkan besar perubahan 
ketimpangan di dalam grup terhadap perubahan ketimpangan secara keseluruhan 
(pure inequality effect atau unexplained effect). Komponen ini menunjukkan 
besarnya perubahan ketimpangan yang tidak dapat dijelaskan oleh partisi populasi 
tersebut (Ferreira, Leitte, dan Litchfield, 2007). Semakin besar nilai komponen ini 
menunjukkan semakin meningkatnya ketimpangan yang terjadi di dalam masing-
masing subgrup. 
Komponen kedua dan ketiga merupakan allocation effect atau efek 
perubahan populasi. Komponen kedua menunjukkan efek perubahan proporsi 
populasi yang diuraikan dari within group component (allocation effect on within 
group) sedangkan komponen ketiga menunjukkan efek perubahan populasi dari 
between group component (allocation effect on between group). Peningkatan 
proporsi populasi akan berkontribusi positif pada komponen ini (meningkatkan 
ketimpangan) karena nilai 𝐼0
?̅? maupun (𝜆𝑘̅̅ ̅ − log 𝜆𝑘̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) akan selalu bernilai positif. 
Besarnya kontribusi perubahan proporsi populasi suatu subgrup pada komponen 
ini selain berdasarkan besar perubahan proporsi populasi juga bergantung pada 
rata-rata nilai ketimpangan  pada subgrup tersebut serta rasio pendapatan rata-rata 
subgrup terhadap pendapatan rata-rata populasi. Apabila subgrup tesebut memiliki 
ketimpangan tinggi serta pendapatan yang jauh lebih tinggi atau jauh lebih rendah 
dari pada pendapatan rata-rata populasi maka perubahan populasi yang terjadi 
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akan memberikan kontribusi besar pada allocation effect. 
Komponen terakhir adalah income effect. Komponen ini mengukur 
dampak perubahan pendapatan rata-rata antar grup (income effect). Koefisien 
𝜃𝑘̅̅ ̅ − 𝑣𝑘̅̅ ̅ akan bernilai positif apabila subgrup tersebut memiliki pendapatan di atas 
rata-rata dan negatif apabila sebaliknya. Apabila kelompok kaya mengalami 
peningkatan pendapatan rata-rata, maka akan berkontribusi positif pada 
komponen ini tetapi apabila kelompok miskin, yang memiliki pendapatan di 
bawah rata-rata, mengalami peningkatan pendapatan rata-rata maka akan 
berkontribusi negatif. Apabila kelompok miskin mengalami penurunan 
pendapatan, maka akan berkontribusi positif.  
Ferreira, Leite dan Litchfield (2007) menyatakan apabila nilai dari pure 
inequality effect berdasarkan suatu karakteristik melebihi nilai keseluruhan 
perubahan ketimpangan yang terjadi maka perubahan proporsi populasi maupun 
perubahan pendapatan subgrup-subgrup pada karakteristik tersebut tidak dapat 
dianggap sebagai faktor yang substansial untuk menjelaskan perubahan 
ketimpangan yang terjadi. Hal ini dikarenakan perubahan yang berasal dari dalam 
masing-masing subgrup tersebut lebih dominan. 
Rancangan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu, pada penelitian ini 
populasi akan dibagi berdasarkan karakteristik rumah tangga yaitu tingkat 
pendidikan, lokasi rumah tangga berdasarkan kota-desa, lokasi rumah tangga 
berdasarkan provinsi dan status pekerjaan kepala rumah tangga. Untuk setiap 
karakteristik populasi akan dilakukan dekomposisi statis dan dinamis. Pada 
dekomposisi statis, nilai ketimpangan yang akan didikomposisi adalah 
ketimpangan tahun 2005, 2011, dan 2014. Untuk dekomposisi dinamis, periode 
2005-2014 akan dibagi menjadi 2005-2011 dan 2011-2014, karena pada periode 
tersebut terjadi perubahan trend ketimpangan. Berdasarkan publikasi BPS, pada 
tahun 2005-2011 terjadi peningkatan koefisien Gini dari 0,363 menjadi 0,41 
sedangkan pada tahun 2011-2014 nilai koefisien Gini tidak mengalami perubahan. 
Jenis dan Sumber Data 
Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data pengeluaran rumah 
tangga tahun 2005, 2011 dan 2014 yang diperoleh dari Survey Sosial Ekonomi 
Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Variable 
survey yang digunakan ada pengeluaran rumah tangga, jumlah anggota rumah 
tangga, tingkat pendidikan kepala rumah tangga, lokasi rumah tangga, serta status 
pekerjaan kepala rumah tangga. Metode dekomposisi statis dan dinamis yang 
akan digunakan adalah dekomposisi dari indeks Theil’s L atau Mean Logaritmic 
Deviation (MLD). Dikarenakan pada data Susenas tahun 2005 tidak ada data 
untuk Provinsi Aceh, Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Papua Barat maka 
dekomposisi dinamis untuk periode 2005-2011 dilakukan tanpa memasukkan data 
provinsi-provinsi tersebut. Hal ini dilakukan agar hasil perhitungan pada periode-
periode ini dapat dikomparasi. Data yang digunakan adalah data-data yang 
mencakup semua variabel penelitian dengan demikian  terdapat 257.906 data 
rumah tangga untuk tahun 2005, 221.799 untuk tahun 2011 dan 223,229 di tahun 
2014. 
Definisi Variabel 
Berikut penjelasan terkait variabel-variabel yang digunakan pada 
penelitian ini. 
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1) Pendapatan per Kapita 
Nilai pendapatan diperoleh dari pengeluaran rumah tangga dalam satu 
bulan untuk konsumsi makanan dan non makanan. Nilai pendapatan perkapita 
diperoleh dari membagi pengeluaran rumah tangga dengan jumlah anggota rumah 
tangga. Bobot yang digunakan untuk masing-masing nilai tersebut adalah nilai 
variabel weind yang diberikan pada data Susenas. 
2) Pendidikan 
Pendidikan yang dimaksud adalah ijazah tertinggi yang dimiliki kepala 
rumah tangga. Berdasarkan variable ini, populasi akan dibagi menjadi sembilan 
subgrup yaitu : tidak berijazah, SD, SMP,SMA, SMK, D1/D2, D3, S1, S2/S3. 
3) Kota-Desa 
Berdasarkan lokasi kota-desa rumah tangga, populasi akan dibagi menjadi 
dua subgrup: Kota dan Desa. 
4) Provinsi     
Berdasarkan lokasi provinsi rumah tangga, populasi akan dibagi menjadi 
30 subgrup sesuai jumlah provinsi yang ada pada data Susenas 2005. 
5) Status Pekerjaan 
Terdapat enam kategori status pekerjaan pada data susenas yaitu Berusaha 
Sendiri, Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar, Pekerja 
Bebas, Pekerja Keluarga Atau Tidak Dibayar, Buruh/Karyawan/Pegawai, 
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar. Empat status pertama 
dikategorikan sebagai pekerja informal dan dua status terakhir adalah pekerja 
formal. Agar dapat lebih mengamati perubahan komposisi dan pendapatan yang 
terjadi, maka berdasarkan status pekerjaan, populasi dibagi menjadi enam subgrup 
ini. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Deskripsi Statistik 
Bagian ini menunjukkan ringkasan statistik terkait distribusi pendapatan. 
Pengukuran ketimpangan yang ditampilkan adalah koefisien Gini dari publikasi 
BPS dan nilai MLD dari perhitungan berdasarkan data Susenas. 
Tabel 1. Tingkat Pendapatan dan Pengukuran Ketimpangan di Indonesia tahun 2005, 2011 
dan 2014 
Tahun Pendapatan Rata-rata Median Pendapatan Gini 𝑰𝟎 
2005 Rp 218,523 Rp 160,365 0.363 0.2319 
2011 Rp 565,853 Rp 410,712 0.41 0.2494 
2014 Rp 718,919 Rp 511,731 0.41 0.2575 
Catatan : pendapatan adalah rata-rata konsumsi perkapita setiap bulan 
Sumber : Perhitungan penulis dari data SUSENAS 2005, 2011 dan 2014 dan publikasi BPS untuk 
Gini. 
Pada setiap tahun observasi, nilai pendapatan rata-rata dan median 
pendapatan meningkat setiap tahunnya, namun peningkatan pendapatan rata-rata 
selalu lebih tinggi dari pada peningkatan median. Dari tahun 2005 hingga 2011, 
pendapatan rata-rata meningkat 1,58 kali sedangkan median pendapatan 
meningkat 1,56 kali. Dari tahun 2011 hingga 2014 pendapatan rata-rata meningkat 
27,05% dan median pendapatan meningkat 24,60%. Pengukuran MLD juga 
menunjukkan pola yang sama. Dari tahun 2005 hingga 2011, nilai MLD 
meningkat 7,55% dan dari tahun 2011 hingga 2014 meningkat 3,25% walaupun 
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pada periode tersebut publikasi nilai koefisien Gini dari BPS menunjukkan nilai 
yang sama. 
Selain itu median pendapatan selalu bernilai lebih rendah dari pada 
pendapatan rata-rata dan deviasi antara pendapatan rata-rata dan median semakin 
melebar setiap tahunnya. Pada tahun 2005, median pendapatan 25,70% lebih 
rendah dari pada pendapatan rata-rata. Pada tahun 2011, selisih antara median dan 
pendapatan rata-rata meningkat menjadi 27,41% dan 28,88% di tahun 2014. Hal 
ini berarti pada tahun-tahun tersebut, lebih dari 50% populasi memiliki 
pendapatan lebih rendah dari pendapatan rata-rata populasi. Selain itu, 
pertumbuhan pendapatan populasi yang memiliki pendapatan lebih tinggi dari 
pendapatan rata-rata, lebih tinggi dari pada pertumbuhan pendapatan populasi 
dengan pendapatan lebih rendah dari pada pendapatan rata-rata. Dari Gambar 1 
juga terlihat bahwa gap pendapatan tiap tahunnya lebih lebar pada persentil 
populasi dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari pada rata-rata.   
 
Sumber : Perhitungan penulis dari data SUSENAS 2005, 2011 dan 2014.  
Gambar 1. Pendapatan Rata-rata berdasarkan Persentil 
Dekomposisi Statis 
Hasil dari dekomposisi statis untuk between group component dapat 
dilihat pada Tabel 3. Nilai-nilai yang ditunjukkan pada Tabel 2 adalah persentase 
dari 𝑅𝐵, yaitu bagian dari total ketimpangan yang dapat dijelaskan oleh masing-
masing partisi.  
Tabel 2. Persentase Total Ketimpangan yang Dijelaskan Perbedaan antar Grup 
Partisi 2005 2011 2014 
Pendidikan 30,60% 26,95% 26,30% 
Kota-Desa 21,97% 12,44% 12,49% 
Provinsi 18,21% 11,83% 11,30% 
Status Pekerjaan 12,26% 15,15% 14,25% 
Sumber: Perhitungan penulis dari data SUSENAS 2005, 2011 dan 2014. 
Hasil dari dekomposisi statis menunjukkan nilai 𝑅𝐵tertinggi adalah partisi 
pendidikan. Nilai 𝑅𝐵dari partisi ini berikisar antara 26,30% sampai 30,60% 
bergantung pada tahunnya. Nilai 𝑅𝐵 pada partisi pendidikan ini hampir dua kali 
lebih tinggi dari pada partisi berdasarkan karakteristik lainnya. Studi serupa yang 
dilakukan oleh Ferreira, Leite dan Litchfield (2007) di Brazil untuk beberapa 
karakteristik juga menunjukkan bahwa partisi pendidikan memiliki nilai 𝑅𝐵 
tertinggi, bahkan 3 kali lipat lebih tinggi dari partisi-partisi lainnya. Penelitian 
yang mereka lakukan menghasilkan kesimpulan bahwa pendidikan merupakan 
determinan paling penting terhadap terjadinya ketimpangan karena besarnya 
ketimpangan yang dapat dijelaskan oleh karakteristik tersebut lebih tinggi dari 
pada karakteristik lainnya. Pada penelitian ini ketimpangan yang dapat dijelaskan 
oleh karakteristik pendidikan juga lebih tinggi dari pada karakteristik lainnya. 
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dari ketimpangan yang terjadi dapat dijelaskan oleh perbedaan tingkat pendidikan 
kepala rumah tangga. Dengan demikian pada penelitian kali ini perbedaan tingkat 
pendidikan juga merupakan determinan utama terjadinya ketimpangan.  
Partisi kota-desa dan provinsi juga mennunjukkan nilai 𝑅𝐵 yang cukup 
tinggi. Partisi kota-desa dapat menjelaskan antara 12,44% hingga 21,97% dari 
total ketimpangan sedangkan partisi provinsi dapat menjelaskan antara 11,30% 
hingga 18,21% dari total ketimpangan. Partisi berdasarkan status pekerjaan juga 
menunjukkan 𝑅𝐵 yang cukup tinggi, bahkan melebihi partisi kota-desa dan partisi 
provinsi di tahun 2011 dan 2014. Hal ini  menunjukkan ketimpangan yang terjadi 
antara populasi dengan perbedaan status pekerjaan kepala rumah tangga ini lebih 
tinggi dari pada ketimpangan yang terjadi antara populasi berdasarkan lokasinya. 
Nilai 𝑅𝐵 dari partisi pendidikan, kota-desa maupun partisi provinsi ketiganya 
menunjukkan pola yang sama yaitu menurun setiap tahunnya, sedangkan partisi 
berdasarkan status pekerjaan menunjukkan trend peningkatan pada tahun 2011-
2014 dan menurun pada 2011-2014. Trend ini akan dibahas lebih lanjut pada 
dekomposisi dinamis.  
Dekomposisi Dinamis tahun 2005-2011 
Hasil dekomposisi dinamis untuk tahun 2005-2011 akan ditampilkan pada  
Tabel 3.  
Tabel 3. Dekomposisi Dinamis Periode 2005-2011 










Pendidikan 0,0578 0,0269 0,0483 -0,0553 
Kota-Desa 0,1368 0,0266 -0,0009 -0,0866 
Provinsi 0,1331 0,0028 -0,0002 -0,0547 
Status Pekerjaan 0.0088 0.0265 0.0017 0.0297 
Sumber : Perhitungan penulis dari data SUSENAS 2005 dan 2011  
Dari tahun 2005 hingga 2011, nilai pure inequality effect pada partisi kota-
desa dan provinsi menunjukkan nilai yang lebih besar dari pada proporsi 
perubahan 𝐼0 hal ini berarti perubahan pendapatan rata-rata dan perubahan 
proporsi populasi pada partisi kota-desa dan provinsi tidak dapat menjelaskan 
peningkatan ketimpangan yang terjadi pada periode ini. Namun terjadi 
konvergensi pendapatan antara populasi di desa dengan kota, hal ini menjadi 
indikasi bahwa upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan di desa telah 
berhasil menurunkan ketimpangan antara kota dengan desa. Hal ini ditunjukkan 
oleh komponen income iffect yang negatif, namun kondisi ini berlawanan dengan 
trend perubahan ketimpangan yang terjadi. Perubahan keimpangan yang terjadi di 
dalam grup melebihi pengaruh dari income effect tersebut.  
Jika dilihat lebih detil dari hasil dekomposisi dinamis untuk partisi kota-
desa pada periode 2005-2011 di Tabel 4, kontributor terbesar   untuk komponen 
pure inequality effect adalah subgrup desa. Tingginya kontribusi subgrup desa 
untuk komponen ini diduga akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) 
yang terjadi pada periode 2005-2011. Pada periode tersebut, terjadi kenaikan 
harga BBM yang cukup tinggi pada tahun 2005 yaitu dari Rp 2.400,00 menjadi 
Rp 4.500,00 dan pada tahun 2008 naik menjadi Rp 6.000,00. Peningkatan harga 
BBM pada periode ini menurut Utari dan S. Retni (2014) mengakibatkan 
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terjadinya inflasi yang akan berdampak lebih buruk pada masyarakat 
berpenghasilan rendah. Berdasarkan data BPS, pada periode tersebut 60% 
penduduk miskin tinggal di desa. Dengan demikian pengaruh kenaikan harga 
BBM pada periode ini akan lebih berdampak di desa. 
Tabel 4. Dekomposisi Dinamis Partisi Kota-Desa Tahun 2005-2011 










Kota 0.0374 0.0668 0.2735 0.5204 
Desa 0.0994 -0.0402 -0.2744 -0.6070 
Total 0.1368 0.0266 -0.0009 -0.0866 
Sumber : Perhitungan penulis dari data SUSENAS 2005 dan 2011  
Hasil dekomposisi dinamis untuk partisi provinsi juga menunjukkan nilai 
pure inequality effect yang lebih besar dari pada proporsi perubahan 𝐼0. Dilihat 
lebih detil di Tabel 5, kontributor terbesar untuk komponen ini adalah Provinsi 
Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kedua provinsi ini, berdasarkan data BPS, 
merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi. Pada tahun 
2007, lebih dari 15% penduduk miskin berada di Provinsi Jawa Barat dan Jawa 
Tengah.  Maka dari itu, tingginya kontribusi kedua provinsi ini untuk komponen 
pure inequality effect kemungkinan juga disebabkan oleh kenaikan harga BBM 
pada periode 2005-2011. Namun Provinsi Jawa Timur, yang merupakan provinsi 
dengan persentase penduduk miskin tertinggi, malah mengalami penurunan 
ketimpangan. Jika dilihat berdasarkan partisi provinsi ini, diduga kenaikan harga 
BBM bukan lah satu-satunya faktor yang memicu peningkatan ketimpangan pada 
periode 2005-2011.  
Tabel 5 Dekomposisi Dinamis Partisi Provinsi Tahun 2005-2011 











Sumatera Utara -0.0033 0.0033 0.0197 -0.0088 
Sumatera Barat 0.0010 0.0006 0.0035 0.0007 
Riau 0.0008 0.0032 0.0176 0.0220 
Jambi 0.0013 0.0015 0.0085 -0.0001 
Sumatera Selatan 0.0095 0.0018 0.0101 -0.0199 
Bengkulu 0.0023 0.0004 0.0022 -0.0045 
Lampung -0.0003 0.0018 0.0094 -0.0263 
Kep. Bangka 
Belitung -0.0001 0.0009 0.0065 0.0078 
Kepulauan Riau -0.0002 0.0022 0.0118 0.0174 
DKI Jakarta -0.0007 -0.0022 -0.0117 0.1766 
Jawa Barat 0.0475 -0.0059 -0.0272 0.0112 
Jawa Tengah 0.0365 -0.0038 -0.0221 -0.1259 
DI Yogyakarta -0.0011 -0.0002 -0.0007 0.0073 
Jawa Timur -0.0002 -0.0065 -0.0325 -0.1000 
Banten -0.0020 0.0012 0.0044 0.0461 
Bali 0.0046 0.0021 0.0105 0.0206 
NTB 0.0034 -0.0031 -0.0174 -0.0195 
NTT -0.0001 0.0017 0.0102 -0.0364 
Kalimantan Barat 0.0048 -0.0014 -0.0075 -0.0078 
Kalimantan Tengah 0.0020 0.0000 0.0000 0.0002 
Kalimantan Selatan 0.0027 -0.0004 -0.0019 0.0101 
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Kalimantan Timur -0.0011 0.0027 0.0146 0.0302 
Sulawesi Utara 0.0022 0.0000 0.0000 0.0014 
Sulawesi Tengah 0.0021 0.0010 0.0054 -0.0082 
Sulawesi Selatan 0.0161 -0.0073 -0.0317 -0.0307 
Sulawesi Tenggara 0.0036 0.0001 0.0006 -0.0095 
Gorontalo 0.0014 0.0006 0.0023 -0.0040 
Maluku 0.0021 0.0012 0.0068 -0.0048 
Maluku Utara -0.0004 0.0013 0.0070 -0.0019 
Papua -0.0012 0.0004 0.0016 0.0021 
Total 0.1331 -0.0028 -0.0002 -0.0547 
 Sumber : Perhitungan penulis dari data SUSENAS 2005 dan 2011  
 
Sumber : Data BPS  
Gambar 2 Sebaran Penduduk Miskin berdasarkan Provinsi di Indonesia tahun 2007 
Di sisi lain, untuk partisi pendidikan, nilai pure inequality effect pada 
partisi ini menunjukkan nilai yang lebih rendah dari pada proporsi perubahan 𝐼0. 
Dari 7,55% perubahan ketimpangan yang terjadi, 7,52% dapat dijelaskan oleh 
allocation effect. Namun juga terdapat income effect yang bersifat mengurangi 
ketimpangan yang terjadi antara penduduk dengan tingkat pendidikan kepala 
rumah tangga yang berbeda. Dilihat lebih detil pada Tabel 6 pada periode ini 
terjadi efek perubahan proporsi populasi yang besifat mengurangi ketimpangan 
yang berasal dari subgrup penduduk dengan kepala rumah tangga yang tidak 
memiliki ijazah pendidikan dan memiliki ijazah SD/MI. Hal ini dikarenakan 
terjadi penurunan proporsi populasi pada kedua subgrup tersebut. Walaupun 
terjadi pengurangan ketimpangan, di sisi lain proporsi populasi penduduk dengan 
tingkat pendidikan kepala rumah tangga SMP/MTS, SMA/MA, SMK dan S1 
mengalami peningkatan yang secara total lebih berefek meningkatkan 
ketimpangan. Hal ini menunjukkan, penurunan proporsi populasi dengan 
pendidikan kepala rumah tangga rendah tersebut tidak cukup berkontribusi pada 
komponen allocation effect. 
Tabel 6. Dekomposisi Dinamis Partisi Pendidikan Tahun 2005-2011 










Tidak Berijazah 0.0303 -0.0523 -0.3860 -0.2920 
SD 0.0283 -0.0001 -0.0008 -0.3070 
SMP 0.0119 0.0153 0.0901 -0.0322 
SMA -0.0051 0.0262 0.1274 0.1900 
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SMK 0.0009 0.0121 0.0692 0.0568 
D1/D2 0.0013 -0.0028 -0.0151 0.0166 
D3 0.0018 0.0016 0.0082 0.0638 
D4/s1 -0.0086 0.0227 0.1220 0.2124 
S2/S3 -0.0030 0.0043 0.0333 0.0364 
Total 0.0578 0.0269 0.0483 -0.0553 
Sumber : Perhitungan penulis dari data SUSENAS 2005 dan 2011  
 
Sumber : Perhitungan penulis dari data SUSENAS 2005, 2011 dan 2014.  
Gambar 3. Proporsi Populasi Indonesia berdasarkan Pendidikan Tertinggi Kepala 
Rumah Tangga tahun 2005, 2011 dan 2014 
Komponen income effect pada periode ini bernilai negatif. Ini 
mengindikasikan kebijakan-kebijakan pemerintah pada periode ini telah berhasil 
meningkatkan pendapatan masyarakat berpendidikan rendah. Peningkatan 
pendapatan rata-rata populasi dengan kepala rumah tangga yang tidak memiliki 
ijazah pendidikan, memiliki ijazah SD/MI, dan memiliki ijazah SMP/MTS 
memberikan kontribusi yang lebih besar pada komponen income effect dari pada 
peningkatan pendapatan rata-rata populasi dengan tingkat pendidikan kepala 
rumah tangga SMA/MA ke atas. Hal ini membuat terjadinya konvergensi antar 
pendapatan rata-rata populasi dengan pendidikan kepala rumah tangga yang 
berbeda ini. Namun secara keseluruhan nilai komponen allocation effect lebih 
besar dari pada income effect, sehingga perubahan proporsi populasi lah yang 
lebih dapat menjelaskan peningkatan ketimpangan yang terjadi. 
Partisi status pekerjaan juga menunjukkan nilai pure inequality effect yang 
lebih rendah dari pada proporsi perubahan 𝐼0. Dari 7,55% perubahan ketimpangan 
yang terjadi, 2,82% dapat dijelaskan oleh allocation effect dan 2,97% dapat 
dijelaskan oleh income effect. Pada periode ini sector-sektor formal berkebang 
jauh lebih tinggi dari pada sektor informal. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan 
proporsi populasi pada subgrup-subgrup pekerja formal yang memberikan 
kontribusi besar pada komponen allocation effect, di sisi lain proporsi populasi 
dari subgrup-subgrup informal mengalami penurunan. Income effect pada periode 
ini juga bernilai positif. Hal ini terutama berasal dari peningkatan pendapatan 
subgrup-subgrup pekerja formal. Walaupun subgrup-subgrup pekerja informal 
juga mengalami peningkatan pendapatan, tetapi kontribusimya  masih lebih 
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Tabel 7. Dekomposisi Dinamis Partisi Status Pekerjaan Tahun 2005-2011 














Berusaha Sendiri 0.0214 -0.0275 -0.1482 -0.1022 
Berusaha Dibantu Buruh 
Tidak Tetap 0.0515 0.0074 0.0455 -0.2508 
Pekerja Bebas -0.0584 -0.0460 -0.2814 -0.0816 
Pekerja Tidak Dibayar -0.0001 -0.0007 -0.0036 -0.0033 
Buruh/Karyawan/Pegawai 0.0048 0.0840 0.3604 0.3177 
Berusaha Dibantu Buruh 
Dibayar -0.0104 0.0091 0.0290 0.1500 
Total 0.0088 0.0265 0.0017 0.0297 
Sumber : Perhitungan penulis dari data SUSENAS 2005 dan 2011 
Dekomposisi Dinamis tahun 2011-2014 
Hasil dekomposisi dinamis untuk tahun 2011-2014 akan ditampilkan pada  
Tabel 8. 
Tabel 8 Dekomposisi Dinamis Periode 2011-2014 










Pendidikan 0.0207 0.0045 0.0051 0.0022 
Kota-Desa 0.0274 0.0009 0 0.0041 
Provinsi 0.0261 0 0.0005 0 
Status Pekerjaan 0.0372 -0.0005 0 -0.0043 
Sumber: Perhitungan penulis dari data SUSENAS 2011 dan 2014 
 Pada tahun 2011-2014 terjadi peningkatan MLD sebesar 3,29%. Pada 
periode ini partisi berdasarkan status pekerjaan memiliki nilai pure inequality 
effect lebih tinggi dari pada proporsi perubahan 𝐼0. Hal ini berarti perubahan 
pendapatan rata-rata dan perubahan proporsi populasi pada partisi ini tidak dapat 
dianggap sebagai faktor yang substansial dalam menjelaskan peningkatan 
ketimpangan yang terjadi pada periode tersebut. Perubahan ketimpangan yang 
terjadi di dalam grup lebih dapat menjelaskan perubahan ketimpangan yang 
terjadi. Partisi berdasarkan kota-desa, provinsi dan terutama pendidikan memiliki 
nilai pure inequality effect yang lebih rendah dari proporsi perubahan 𝐼0sehingga 
perubahan populasi dan perubahan pendapatan yang terjadi pada grup-grup partisi 
ini dapat menjelaskan penyebab peningkatan ketimpangan. Pada partisi provinsi, 
walaupun nilai pure inequality effect yang lebih rendah dari proporsi perubahan 
𝐼0tapi nilai dari komponen income effect maupun allocation effect relatif sangat 
kecil.  
Pada partisi berdasarkan pendidikan, nilai komponen pure inequality effect 
lebih rendah proporsi perubahan 𝐼0. Dari 3,29% peningkatan indeks MLD yang 
terjadi 0,96% dapat dijelaskan dari allocation effect dan 0,22% yang dijelaskan 
oleh income effect. Pada periode ini penurunan proporsi populasi dengan 
pendidikan kepala rumah tangga rendah tersebut masih tidak cukup berkontribusi 
pada komponen allocation effect. Dilihat dari Tabel 9, terjadi penurunan proporsi 
populasi berasal dari subgrup penduduk dengan kepala rumah tangga yang tidak 
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memiliki ijazah pendidikan dan memiliki ijazah SD/MI. Namun, proporsi 
populasi penduduk dengan tingkat pendidikan kepala rumah tangga SMP/MTS, 
SMA/MA, dan D4/S1 mengalami peningkatan yang secara total berkontribusi 
lebih tinggi pada allocation effect.  
Jika pada tahun 2005-2011 terjadi konvergensi upah antara penduduk 
dengan tingkat pendidikan yang berbeda, pada periode ini gap pendapatan 
penduduk dengan tingkat pendidikan kepala keluarga yang berbeda semakin 
meningkat. Diduga pada periode ini terjadi peningkatan return to schooling. 
Dilihat dari nilai komponen income effect, peningkatan pendapatan rata-rata 
populasi dengan kepala rumah tangga yang tidak memiliki ijazah pendidikan, 
memiliki ijazah SD/MI, dan memiliki ijazah SMP/MTS memberikan kontribusi 
yang lebih rendah pada komponen income effect dari pada peningkatan 
pendapatan rata-rata populasi dengan tingkat pendidikan kepala rumah tangga 
SMA/MA ke atas. Sehingga, peningkatan pendapatan rata-rata populasi dengan 
pendidikan kepala rumah tangga rendah tidak cukup berkontribusi pada 
komponen income effect. 
Tabel 10. Dekomposisi Dinamis Partisi Pendidikan Tahun 2011-2014 










Tidak Berijazah -0.0049 -0.0067 -0.0460 -0.0558 
SD 0.0054 -0.0045 -0.0289 -0.0795 
SMP 0.0033 0.0031 0.0173 -0.0134 
SMA 0.0120 0.0126 0.0586 0.0393 
SMK 0.0028 -0.0016 -0.0088 0.0127 
D1/D2 0.0001 -0.0011 -0.0053 0.0033 
D3 -0.0014 -0.0011 -0.0054 0.0128 
D4/s1 0.0023 0.0022 0.0121 0.0624 
S2/S3 0.0010 0.0014 0.0115 0.0203 
Total 0.0207 0.0045 0.0051 0.0022 
Sumber: Perhitungan penulis dari data SUSENAS 2011 dan 2014 
Pada partisi berdasarkan kota-desa nilai komponen pure inequality effect 
lebih rendah proporsi perubahan 𝐼0. Allocation effect dan income effect bernilai 
positif, sesuai dengan trend perubahan ketimpangan yang terjadi. Walaupun 
begitu allocation effect dari partisi kota-desa ini relatif sangat kecil. Pola 
urbanisasi yang terjadi pada periode ini bersifat meningkatkan ketimpangan 
karena allocation effect pada partisi kota-desa secara keseluruhan bernilai positif 
walaupun relative kecil. Namun besarnya nilai komponen allocation effect ini 
masih lebih rendah dari pada komponen income effect. Dengan kata lain untuk 
partisi ini peningkatan ketimpangan yang terjadi lebih dapat dijelaskan oleh 
perubahan pendapatan.   
Pada periode ini gap antara pendapatan penduduk di kota dan desa 
semakin tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai income effect pada periode yang 
bernilai positif. Dari Tabel 11 terlihat bahwa peningkatan pendapatan populasi di 
perkotaan berkontribusi lebih besar dari pada  peningkatan pendapatan populasi di 
desa. Hal ini menyebabkan semakin divergennya  pendapatan antara masyarakat 
perkotaan dan pedesaan. Pada periode ini juga terjadi peningkatan harga BBM, 
namun diduga hal ini bukanlah pemicu peningkatan ketimpangan yang terjadi jika 
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dilihat berdasarkan partisi kota-desa. Dilihat dari nilai komponen pure inequality 
effect, pada periode ini telah terjadi penurunan ketimpangan di desa. Apabila 
peningkatan harga BBM memicu peningkatan ketimpangan, seharusnya juga 
terjadi peningkatan ketimpangan di desa karena terdapat lebih banyak terdapat 
penduduk miskin. Di sisi lain daerah perkotaan mengalami peningkatan 
ketimpangan yang cukup tinggi.  
Tabel 11. Dekomposisi Dinamis Partisi Kota-Desa Tahun 2011-2014 










Kota 0.0473 0.0024 0.0088 0.1188 
Desa -0.0199 -0.0015 -0.0089 -0.1147 
Total 0.0274 0.0009 -0.0001 0.0041 
Sumber : Perhitungan penulis dari data SUSENAS 2011 dan 2014 
Pada partisi berdasarkan provinsi, nilai komponen pure inequality effect 
lebih rendah dari pada proporsi perubahan 𝐼0. Walaupun begitu allocation effect 
dan income effect pada partisi ini relatif sangat kecil. Juga, terdapat selisih yang 
cukup jauh antara jumlah komponen-komponen dekomposisi dengan perubahan 
ketimpangan yang terjadi.  
Secara keseluruhan nilai income effect adalah 0. Ini menunjukkan income 
effect tidak dapat menjelaskan peningkatan ketimpangan yang terjadi. Walaupun 
terdapat kontribusi negatif dari peningkatan pendapatan populasi terutama di 
Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur yang memiliki pendapatan rendah, tetapi 
juga terjadi peningkatan pendapatan di Provinsi DKI Jakarta yang berkontribusi 
positif pada komponen income effect.  Allocation effect dari masing-masing 
subgrup pada partisi ini relatif sangat kecil. Hal ini menunjukkan proporsi 
populasi yang relatif stabil pada periode ini juga membuat allocation effect relatif 
kecil. Dibandingkan dengan periode sebelumnya, terjadi peningkatan 
ketimpangan yang tinggi di Provinsi Jawa Timur. Hal ini ditunjukkan dari 
tingginya kontribusi provinsi ini pada komponen pure inequality effect. Provinsi 
Jawa Barat dan Jawa Tengah juga masih mengalami peningkatan ketimpangan. 
Kemungkinan peningkatan ketimpangan di dalam provinsi-provinsi ini dipicu 
oleh peningkatan harga BBM yang terjadi pada periode 2011-2014. Karena 
berdasarkan penelitian untuk periode 2005-2011oleh Utari dan S. Retni (2014) 
peningkatan harga BBM pada periode tersebut mengakibatkan terjadinya inflasi 
yang akan berdampak lebih buruk pada masyarakat berpenghasilan rendah. Ketiga 
provinsi ini  merupakan provinsi dengan persentase penduduk tertinggi. Namun 
belum ada penelitian empiris apakah kenaikan harga BBM pada tahun 2011-2014 
juga berdampak lebih buruk pada masyarakat miskin.   
Tabel 12. Dekomposisi Dinamis Partisi Provinsi Tahun 2011-2014 










Sumatera Utara -0.0024 -0.0005 -0.0033 -0.0038 
Sumatera Barat -0.0012 0.0000 0.0000 0.0004 
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Riau 0.0002 0.0005 0.0028 0.0036 
Jambi -0.0006 0.0001 0.0005 -0.0002 
Sumatera Selatan 0.0014 -0.0004 -0.0017 -0.0021 
Bengkulu -0.0016 0.0001 0.0003 -0.0004 
Lampung -0.0025 0.0001 0.0004 -0.0051 
Kep. Bangka 
Belitung 0.0000 0.0001 0.0007 0.0016 
Kepulauan Riau 0.0016 0.0001 0.0007 0.0067 
DKI Jakarta 0.0031 0.0002 0.0010 0.0461 
Jawa Barat 0.0053 -0.0008 -0.0033 -0.0003 
Jawa Tengah 0.0045 -0.0010 -0.0049 -0.0311 
DI Yogyakarta -0.0017 0.0001 0.0005 -0.0001 
Jawa Timur 0.0166 -0.0015 -0.0071 -0.0261 
Banten -0.0002 0.0010 0.0040 0.0103 
Bali 0.0024 -0.0003 -0.0013 0.0083 
NTB 0.0026 0.0008 0.0037 -0.0037 
NTT 0.0009 0.0002 0.0013 -0.0066 
Kalimantan Barat 0.0010 0.0003 0.0015 -0.0002 
Kalimantan 
Tengah 0.0006 0.0002 0.0010 0.0013 
Kalimantan 
Selatan -0.0021 0.0002 0.0008 0.0015 
Kalimantan 
Timur -0.0001 0.0002 0.0011 0.0063 
Sulawesi Utara 0.0018 -0.0001 -0.0006 0.0000 
Sulawesi Tengah 0.0001 0.0001 0.0004 -0.0010 
Sulawesi Selatan 0.0006 -0.0001 -0.0004 -0.0029 
Sulawesi 
Tenggara -0.0005 0.0003 0.0012 -0.0012 
Gorontalo 0.0007 0.0000 0.0000 -0.0009 
Maluku -0.0013 0.0000 0.0000 -0.0006 
Maluku Utara 0.0001 0.0001 0.0005 -0.0005 
Papua -0.0032 0.0002 0.0008 0.0007 
Total 0.0261 0 0.0005 0 
Sumber : Perhitungan penulis dari data SUSENAS 2011 dan 2014 
Pada partisi berdasarkan status pekerjaan, nilai komponen pure inequality 
effect lebih tinggi dari pada proporsi perubahan 𝐼0. Pada periode ini terjadi sektor-
sektor informal lebih berkembang. Dilihat dari Tabel 13, peningkatan pendapatan 
rata-rata subgrup-subgrup pekerja informal memberikan kontribusi yang lebih 
besar pada komponen income effect. Peningkatan pendapatan pada subgrup-
subgrup pekerja informal ini berkontribusi lebih besar dari pada peningkatan 
pendapatan pada subgrup-subgrup pekerja formal, sehingga menyebabkan 
semakin konvergennya pendapatan antara populasi dengan status pekerjaan kepala 
keluarga yang berbeda. Walaupun terjadi peningkatan pendapatan rata-rata dari 
subgrup-subgrup pekerja informal, terdapat penurunan proporsi populasi pada 
subgrup Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap. Tingginya penurunan proporsi 
populasi pada subgrup Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap berkontribusi paling 
besar pada komponen allocation effect.  
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Walaupun terdapat nilai negatif pada income effect dan allocation effect, 
hal ini berlawanan dengan tren ketimpangan yang terjadi. Dengan kata lain baik 
income effect maupun allocation effect pada partisi status pekerjaan di periode ini 
tidak dapat menjelaskan perubahan ketimpangan yang terjadi. Peningkatan 
ketimpangan lebih dapat dijelaskan oleh komponen pure inequality effect. Pada 
periode ini terjadi peningkatan ketimpangan pada sebagian besar subgrup-subgrup 
pekerja informal maupun  formal. Hal ini terlihat dari kontribusi positif dari 
sebagian besar subgup untuk komponen pure inequality effect.  
Tabel 13. Dekomposisi Dinamis Partisi Status Pekerjaan Tahun 2011-2014 














Berusaha Sendiri 0.0160 0.0105 0.0512 -0.0208 
Berusaha Dibantu Buruh 
Tidak Tetap -0.0070 -0.0172 -0.0925 -0.0446 
Pekerja Bebas 0.0020 0.0035 0.0287 -0.0509 
Pekerja Tidak Dibayar 0.0012 0.0023 0.0109 -0.0006 
Buruh/Karyawan/Pegawai 0.0274 -0.0001 -0.0004 0.0828 
Berusaha Dibantu Buruh 
Dibayar -0.0025 0.0006 0.0021 0.0297 
Total 0.0372 -0.0005 0 -0.0043 
Sumber : Perhitungan penulis dari data SUSENAS 2011 dan 2014 
 
KESIMPULAN 
Karakteristik populasi berdasarkan pendidikan, perbedaan lokasi kota-desa 
dan provinsi serta perbedaan status pekerjaan adalah kondisi yang sering dikaitkan 
dengan ketimpangan yang tinggi. Hal ini didasari karena pada pengelompokan 
populasi berdasarkan karakteristik-karakteristik tersebut menunjukkan perbedaan 
pendapatan yang tinggi. Berdasarkan hasil dekomposisi statis pada penelitian ini, 
pengelompokan populasi berdasarkan tingkat pendidikan kepala rumah tangga 
menunjukkan ketimpangan yang paling tinggi. Ini berarti terjadi ketimpangan 
pendapatan yang tinggi antar penduduk dengan tingkat pendidikan yang berbeda. 
Maka dari itu, kebijakan untuk penurunan ketimpangan sebaiknya lebih 
difokuskan pada populasi berdasarkan tingkat pendidikan yang berbeda. 
Pada kelompok populasi berdasarkan tingkat pendidikan kepala rumah 
tangga, kelompok Tidak Berijazah, berijazah SD dan berijazah SMP adalah 
kelompok dengan jumlah populasi tertinggi tetapi memiliki pendapatan yang lebih 
rendah dari pada pendapatan rata-rata. Proporsi populasi pada kelompok-
kelompok tersebut sudah menunjukkan trend penurunan dan proporsi populasi 
dengan pendidikan kepala rumah tangga lebih tinggi juga sudah mengalami 
peningkatan. Hal ini mengindikasikan sudah terjadi peningkatan pendidikan 
kepala rumah tangga di Indonesia. Namun, penelitian ini menemukan bahwa 
penurunan proporsi populasi pada kelompok populasi dengan pendidikan kepala 
rumah tangga yang rendah tersebut tidak cukup berkontribusi untuk menurunkan 
ketimpangan. Oleh karena itu untuk mengurangi ketimpangan sebaiknya yang 
dilakukan adalah dengan mendorong peningkatan pendidikan masyarakat. 
Pemerintah sebaiknya membuat kebijakan untuk lebih mendukung agar pelajar-
pelajar SD dan SMP tidak putus sekolah. Masyarakat sebaiknya lebih didorong 
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agar memiliki ijazah minimum SMA atau sederajat agar memiliki pendapatan 
tidak lebih rendah dari pendapatan rata-rata.  
Penelitian ini juga menemukan bahwa pada partisi berdasarkan wilayah 
yaitu kota-desa dan provinsi, peningkatan ketimpangan yang terjadi pada periode 
2005-2011 berasal dari peningkatan ketimpangan yang terjadi pada di masing-
masing subgrup. Pada periode ini subgrup-subgrup dengan jumlah penduduk 
miskin yang tinggi mengalami peningkatan ketimpangan. Penelitian empiris yang 
telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM pada 
periode ini berdampak lebih buruk pada masyarakat berpenghasilan rendah, 
diduga ini lah yang menyebabkan peningkatan ketimpagan tersebut. Namun 
belum ada penelitian empiris terkait pengaruh peningkatan harga BBM pada 
periode 2011-2014 terhadap pendapatan masyarakat untuk periode tersebut.  
Pada periode 2011-2014, terjadi peningkatan pendapatan populasi di 
perkotaan yang membuat semakin divergennya pendapatan antara masyarakat 
perkotaan dan pedesaan. Maka dari itu sebaiknya pemerintah menyusun kebijakan 
untuk pengembangan desa agar pendapatan rata-rata di desa dapat lebih 
meningkat. Di sisi lain perubahan proporsi populasi maupun perubahan 
pendapatan pada kelompok masyarakat berdasarkan provinsi maupun status 
pekerjaan kepala rumah tangga tidak dapat menjelaskan peningkatan ketimpangan 
yang terjadi. Walaupun besar ketimpangan yang terjadi pada populasi berdasarkan 
kedua karakteristik ini cukup tinggi, tetapi perubahannya ketimpangan lebih 
diakibatkan oleh kondisi ketimpangan yang meningkat pada kelompok populasi di 
provinsi yang sama maupun status pekerjaan yang sama.   
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